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BAB V  

 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan perdagangan 

perempuan terjadi di kota Manado, kemiskinan pula yang mengubah 

mereka “para korban” untuk bekerja keras tanpa mengenal penipuan 

ataukah kebodohan yang mereka rasakan.  

2. Perdagangan perempuan yang terjadi di kota manado begitu merajalela, 

dan semakin meningkat dari tahun ketahun. Untuk itu dibutuhkan 

kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan kejahatan ini. sebab, 

kejahatan perdagangan perempuan di kota manado sudah lama terjadi. 

Untuk itu baik dari pemerintah, aparat hukum, masyarakat dan dari 

berbagai kalangan untuk menanggulangi kejahatan perdagangan 

perempuan. Bukan hanya menanggulangi tapi juga di berantas.  

5.1. Saran 

1.  Lebih dipertegas lagi untuk para gugus tugas yang telah dirancang oleh 

pemerintah kota Manado agar lebih cermat lagi dalam melaksanakan 

kewajiban sebagai pemerintah. 

2. Kepada masyarakat umum, lembaga kemasyarakatan dan LSM, 

disosialisasikan agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan 

ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang jika 

melihat, menyaksikan atau mengindikasi adanya kegiatan perdagangan 
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orang khususnya perdagangan perempuan atau hal-hal yang dapat diduga 

menjurus kepada terjadinya kejahatan itu. 

3.  Untuk pasal 279 KUHP, agar di revisi lagi. Sebab bunyi pasal tersebut 

hanya melindungi perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Alangkah 

baiknya di buat untuk melindungin dari berbagai keseteraan. Maksud 

penulis adalah lihatlah para korban perdagangan orang yang bukan hanya 

perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, tetapi juga ada pria dewasa, 

anak perempuan di bawah umur, dan juga bayi. Agar perlindungan yang di 

dapatkan sama rata. 

4.  Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perdagangan Manusia, terutama perempuan dan anak. Yang dibuat oleh 

Para Gugus Tugas kota Manado, agar lebih di pertegas lagi. Karna melihat 

realita yang ada sangat miris jika hanya di biarkan terus menerus tanpa 

perhatian yang ekstra. Lebih diperbaiki lagi tingkatan-tingkatan yang 

sudah ada agar berjalan dengan sebagaimana mestinya Perda yang di buat. 
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